PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 2 TAHUN 1960
TENTANG
NAVA JABATAN DAN CELAR, KEDUDUKAN, PENGHASI LAN DAN LARANGAN
KEANGEOTAAN PARTAI PQLI TI K WAKI L KEPALA DAERAH TI NGKAT |

Presi den Republik I ndonesi a,
Meni nbang bahwa perlu segera nengatur nama jabatan dan gelar,

kedudukan, penghasilan dan |arangan keanggotaan partai politik
Waki | Kepal a Daerah tingkat |;

Mengi ngat :

1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

2. pasal 1 ayat (6) Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960;

3. Peraturan Presiden No. 5 tahun 1959;

4. Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 dan Peraturan Presiden No.

3 tahun 1959;
Mendengar : Musyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 28 Januari 1960;
Menut uskan :

Menet apkan :

Peraturan Presiden tentang nama jabatan dan gelar, kedudukan,
penghasi | an dan | arangan keanggotaan partai politik Wakil Kepal a
Daerah tingkat I.

BAB |
NAVA JABATAN DAN CELAR, KEDUDUKAN, PENGHASI LAN DAN LARANGAN
KEANGEOTAAN PARTAI PCQLI TI K WAKI L KEPALA DAERAH

Pasal 1

(1) Yang dimaksud dengan WAkil Kepala Daerah tingkat | dalam
peraturan ini ialah Wkil Kepala Daerah yang diangkat atas
dasar Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 tentang Wakil Kepal a
Daerah tingkat 1.

(2) Nama jabatan dan pangkat Wakil Kepal a Daerah tingkat | adal ah
"Waki| Kepal a Daerah tingkat |".

(3) Wwakil Kepala Daerah dinmaksud dalam ayat (1) adalah pegawai

Negar a.
(4) Bagi Wakil Kepal a Daerah berl aku ket entuan-ketentuan nengena
pegawai Negeri, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak

bert ent angan dengan ket entuan-ketentuan berdasarkan Penetapan
Presiden No. 2 tahun 1960 tentang Wakil Kepal a Daerah tingkat
l.

(5) Pegawai Negeri yang di angkat sebagai Wakil Kepal a Daerah, pada
wakt u di perhenti kan dengan hornmat sebagai Wakil Kepal a Daerah
di kenbal i kan kepada pangkatnya semul a, kecual i apabi | a
di tentukan | ain ol eh Penerintah.

(6) Larangan keanggotaan partai politik seperti dinmaksud dalam
Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 dan Peraturan Presiden No.
3 tahun 1959, berl aku juga bagi Wakil Kepal a Daer ah.



BAB | |
PENGHASI LAN WAKI L KEPALA DAERAH

Bagi an |
Gaj i, tunjangan anak, tunjangan kemahal an daerah, sunbangan
Negar a tentang penanggungan paj ak peral i han dan paj ak upah bagi
pegawai Negeri ol eh Negara dan tunjangan kemahal an unmum

Pasal 2
Kepada Waki| Kepal a Daerah di beri kan gaji pokok sebesar Rp. 2.448, -
Pasal 3

D sanping gaji tersebut dalam pasal 2 diberikan tunjangan anak,
tunj angan kemahal an daerah, sunbangan Negara tentang penanggungan
paj ak peralihan dan pajak upah bagi pegawai Negeri ol eh Negara dan
tunj angan kemahal an unmum nenurut peraturan-peraturan yang berl aku
bagi pegawai Negeri .

Bagi an |1
Rumah kedi aman dan nobil atau kendaraan di nas Lai nnya

Pasal 4

(1) Untuk Wakil Kepala Daerah disedi akan sebuah nobil dinas atau
kendar aan di nas | ai nnya dengan pengenudi nya.

(2) Biaya penakaian nobil atau kendaraan dinas |ainnya dan
penel i haraannya di t anggung ol eh Peneri nt ah.

Pasal 5

(1) Untuk Wakil Kepala Daerah disedi akan sebuah nobil dinas atau
kendar aan di nas | ai nnya dengan pengenudi nya.

(2) Biaya penakaian nobil atau kendaraan dinas |ainnya dan
penel i haraannya di t anggung ol eh Peneri nt ah.

Bagian 111
Bi aya perj al anan dan bi aya pengi napan
Pasal 6
Bi aya perjalanan dan penginapan Wakil Kepala Daerah diberi

penggantian nmenurut peraturan perjalanan dinas dalam Negeri bagi
pegawai Negeri gol ongan |

Bagi an |V
Tunj angan | abat an

Pasal 7
Menteri Dal am Negeri dan G onom Daerah dengan persetujuan Menteri

Keuangan nenetapkan tunjangan jabatan, yang diberikan tiap-tiap
bul an kepada Wakil Kepal a Daerah sejum ah sekurang-kurangnya Rp.



500, -

Bagi an V
Tanda penghar gaan

Pasal 8

Kepada Wakil Kepala Daerah pada tiap-tiap akhir masa jabatannya
atau pada waktu ia berhenti dengan hormat dari jabatannya, diberi
penghargaan berupa wuang sekaligus untuk setiap tahun nenmangku
| abat annya sejunm ah dua kali pokok gaji yang nenjadi haknya pada
saat ia berhenti. dengan sebanyak-banyaknya enam kali pokok gaji.
Masa nenmangku jabatannya yang kurang dari satu tahun, dibul atkan
keat as nenj adi satu tahun penuh.

BAB |11
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pel aksanaan Peraturan Presiden ini diatur dan disel enggarakan ol eh
Menteri Dal am Negeri dan G onom Daer ah.

Pasal 10
Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada hari ditetapkan.
Agar supaya setiap orang nengetahui nya, nenerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dalam Lenbaran Negara
Republ i k | ndonesi a.
D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1960
Presi den Republik I ndonesi a,
SCEKARNO
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1960.
Menteri Miuda Kehaki man,
SAHARDJO
CATATAN
Kut i pan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DI CETAK ULANG
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